APBD 2023 Sebesar Rp7,2
Triliun, Rendy Minta
Pengerjaannya On Time
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= %/ 6 INOVASI, DAYA SAING DAN MANDIRI

Drs. EDI DAMANSYAH, M,Si - H. RENDI SOLIHIN
UPATI & WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Kutai Kartanegara, biwara.co — Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 sebesar
7,2 triliun disahkan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang
IIT Tahun 2022.

DAI ARYANTO, S.SOS, M,Si
K UTAI KARTANEGARA

Pengesahan yang terselenggara pada Sabtu (29/10/2022) ini
dilakukan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid didampingi Wakil I ALif
Turiadi dan Wakil II Didik Agung Eko Wahono serta disaksikan
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Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin beserta Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar.

Pengesahan ini kata Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, lebih cepat
dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan
Timur. Semuanya berkat kolaborasi serta sinergitas antara
lembaga eksekutif dan legislatif.

Dengan disahkannya APBD 2023 ini, politikus Golkar itu
berharap agar berbagai kegiatan OPD bisa secepatnya dijalankan
secara maksimal. “Saya berharap di awal tahun kegiatan yang
ada di Organisasi Perangkat Daerah bisa berjalan. Dengan
demikian serapan anggaran kegiatan APBD bisa maksimal,”
harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Rendi Solihin menjelaskan bahwa
proses pembahasan APBD Kukar tahun 2023 sudah dilakukan sejak
bulan Juli hingga Agustus 2022. Sedangkan nota kesepakatan dan
nota keuangan berlangsung akhir Agustus 2022.

Pada kesempatan itu, ia membeberkan adanya peningkatan APBD
2023 yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH). Hal itu terjadi
karena ada perubahan dari Perpres 104 menjadi perpres 98
tentang Kenaikan DBH untuk Kabupaten Kukar.

Ia memastikan peningkatan ini tidak keluar dari mandatoring
spanding yang sudah disiapkan melalui aturan atau peraturan
perundang-undangan. Maka dengan adanya peningkatan ini, slot
anggaran pendidikan dan kesehatan juga ikut naik.

“Begitu juga dengan mandatoring spanding yang lainnya,
termasuk belanja infrastruktur. Maka saya tegaskan agar
pengerjaan harus on time ditahun 2023. Semoga pengesahan yang
cepat ini membuat berbagai kegiatan besar bisa segera mulai
dikerjakan pada bulan Januari 2023 mendatang,” harapnya.

Sekedar informasi, Pemerintah Kabupaten Kukar akan membangun
dan menata ulang Pasar Tangga Arung, Rumah Sakit Muara Badak
dan pembangunan jalan poros Kahala pada tahun 2023 mendatang.
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